
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pengaturan terkait Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang dananya bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya peraturan tersebut mengalami 

perubahan yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 

 

Struktur Batang Tubuh Peraturan Menteri Dalam Negeri Tersebut adalah sebagai berikut: 

 Bab I : Ketentuan Umum (Ps 1) 

 Bab II : Ruang Lingkup (Ps 2 – Ps 3) 

 Bab III : Hibah (Ps 4 – Ps 21) 

 Bab IV : Bantuan Sosial (Ps 22 – Ps 39) 

 Bab V : Monitoring dan Evaluasi (Ps 40 – Ps 41) 

 Bab VI : Lain-Lain (Ps 42) 

 Bab VII : Ketentuan Peralihan (Ps 43) 

 Bab VIII : Ketentuan Penutup (Ps 44) 


